PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SINTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 188.45/3| /DKPS
TENTANG

PEMBAHARUAN KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SINTANG,

\. Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah
Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
sebagai upaya untuk melindungi informasi publik yang bersifat
rahasia, ketat dan terbatas perlu adanya pengklasifikasian
informasi dan jangka waktu pengecualian terhadap informasi
yang dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;

b. bahwa berdasarkan pengujian konsekuensi secara seksama dan
penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu
dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang, telah dilakukan
uji konsekuensi informasi publik pada tanggal 9 Juni 2021,
dipandang perlu menetapkan Klasifikasi Daftar Informasi yang
Dikecualikan (DIK) di lingkungan Dinas Kependudukan dan

. Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang...
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Memperhatikan

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846),

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);

. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Nomor 7);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);

. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);

. Peraturan Bupati Sintang Nomor 83 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;

. Peraturan Bupati Sintang Nomor 108 Tahun 2016 Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten
Sintang Tahun 2016 Nomor 108);

4. Peraturan...
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6. Keputusan Bupati Sintang Nomor 478/162/KEP-DISKOMINFO
/2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Badan Publik
Pemerintah Kabupaten Sintang;

7. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sintang Nomor 188.45/77/DKPS-D tentang
Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik
(PPID) Pembantu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Sintang.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pembaharuan Klasifikasi Daftar Informasi yang
Dikecualikan (DIK) di lingkungan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA Pembahruan Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)

sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi acuan
dalam pengecualian pemberian pelayanan informasi kepada publik
mengingat sifatnya rahasia, ketat dan terbatas serta tidak boleh
diakses oleh publik.

KETIGA Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021 yang
tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

sebagai berikut :

a. biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang.

b. apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan
diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Sintang
pada tanggal : to Juni 2021

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG

SELAKU AT PID PEMBANTU
AGUS J .Sos., M.Si.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19660821 198603 1 008
Tembusan :
Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Kabupaten Sintang di Sintang

3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang di Sintang

4. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah
Kabupaten Sintang di Sintang
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 188.45/9! /DKPS

TANGGAL : \0 JUNI 2021

TENTANG : PENETAPAN KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK) PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PPID) PEMBANTU PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR : 1 TAHUN 2021

Pada hari ini, Rabu tanggal Sembilan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan
dalam daftar berikut ini :

KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO JENIS KLASIFIKASI DASAR HUKUM PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI YANG INFORMASI DIBUKA DITUTUP
DIKECUALIKAN
1 2 3 4 5
1 | Biodata Penduduk - UU No. 23 Tahun 2006 Potensi Penyalahgunaan Data Penduduk terproteksi Selama Dasar Hukum
sebagaimana telah diubah dengan | Data Penduduk dan terjaga kerahasiaannya nmnmovcﬁ masih
UU No. 24 Tahun 2013 tentang diberlakukan

Administrasi Kependudukan

UU No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

PP No. 40 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan UU No. 23 Tahun
2006 sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas UU No. 23
Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan
2 | Database ASN . UU No. 14 Tahun 2008 tentang Potensi Penyalahgunaan data | Data Pegawai/ASN Selama Dasar Hukum
Keterbukaan Informasi Publik Pegawai/data pribadi ASN terproteksi dan terjaga tersebut masih
i i kerahasiaannya diberlakukan
~UU No. 5 Tahun 2014 tentang yemg DersiabERests
Aparatur Sipil Negara
3 | Dokumen /Arsip ASN - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Potensi Penyalahgunaan data | Data Pegawai/ASN Selama Dasar Hukum
Keterbukaan Informasi Publik Pegawai/data pribadi ASN terproteksi dan terjaga tersebut masih
yang bersifat rahasia kerahasiaannya diberlakukan

- UU No. 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara
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Daftar Keunngon dan

Pendapatun/ Rekening

Pepnwnl

Datin :::_::._.m.:.tﬂ_:t_::::.‘
SN Dalam Jabatan

Struktural

Arsip Dinamis yang,
Menurut ifatnya Ruhanin

UU No, 14 Tahun 2008 tentiung,
Ketetbulann Informani Pablik

UU No, 14 Tahun 2008 tenting,
Keterbukaan Informani Publik

UU No, 14 Tuhun 2008 tentung,
Keterbukaan Informani Publik

Internct Protocol/IP Addrens
Private, Akun dan Sandi
Pengguna dan Pengelola
SIAK

Polensl Penyaliuhgunann dati
Pepawal/duta pribadl ASN
yung, hernifat rahanla

Dengan :._::S_
pengunglapan akan
mempengaruhl proses
penyusunan dan penetapan
kebljukan

Ditin Pegprwnl [ ASN
terprotekal dan terjapa
kerahaninnninya

Menjupn iklim/ susuana
konduslf di lingkungan kerju

Helamn Dasar Hukum
teraehut musih
diberlakukan

et o e s

Seluma Dasar Hukum
ternehut masih
dibetlakukan

:m:t:: ndanya
pengungkapan akan
mempengaruhi proses
penyusunan dan penetapan
kebjjukan

“Melindungl kerahasinan

dokumen

Selama Dasar Hukum
tersebut masih
diberlakukan

- UU No. 14 Tuhun 2008 tentang
Keterbukann Informasi Publik

- UU No. 11 Tahun 2008 Informasl

- dan Transaksi Elcktronik

Penyalahgunaan hak akees

Melindungi hak akscs

Selama Dasar Hukum
terschut masih
diberlakukan

Sistern Keamanan
Elcktronik

- UU No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

- UU No. 11 Tahun 2008 Informasi
dan Transaksi Elcktronik

Penyalahgunaan oleh pihak
lain

Menjaga kcamanan database

Sclama Dasar Hukum
tersebut masih
diberlakukan

{ /
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L (A KEPENDUDUKAN
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